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Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan aset rampasan 

negara hasil tindak pidana korupsi berupa 12 bidang tanah dan tujuh bangunan senilai 

Rp16.257.128.000 kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU, Provinsi 

Kalimantan Selatan. 

Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK Mungki 

Hadipratikto menyatakan harapannya agar Pemkab Hulu Sungai Utara dapat mengelola 

dan memanfaatkan aset tersebut untuk kepentingan masyarakat, khususnya mereka yang 

terdampak tindak pidana korupsi. 

"Upaya yang dilakukan oleh KPK melalui hibah aset rampasan korupsi ini diharapkan 

dapat memberi kemanfaatan bagi pemkab dan masyarakat Hulu Sungai Utara. Ini 

merupakan salah satu dari pelaksanaan asas penegakan hukum yang diupayakan KPK,” 

kata Mungki dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. 

Mungki menjelaskan penyerahan barang rampasan melalui mekanisme hibah merupakan 

hasil perjalanan panjang penanganan perkara korupsi. Sebelum dihibahkan, barang dan 

aset rampasan dikelola KPK secara khusus agar nantinya dapat dimanfaatkan secara 

optimal. 
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"KPK berharap setelah penandatanganan dapat sesegera mungkin dicatat sebagai aset 

daerah. Nanti apabila ada kesulitan, jangan ragu menghubungi KPK," ujarnya. 

Aset yang diserahkan merupakan hasil rampasan dari kasus tindak pidana korupsi dan 

pencucian uang dengan terpidana mantan Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid. Aset-

aset tersebut disita berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap 

dan dilaksanakan berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI dan persetujuan presiden. 

Rincian aset yang dihibahkan mencakup enam bidang tanah seluas 2.250 meter persegi 

dan empat bangunan seluas 1.897 meter persegi yang berlokasi di Jalan Pembalah Batung, 

Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, 

Kalimantan Selatan, dengan nilai keseluruhan Rp13,85 miliar. 

Selanjutnya, berupa tiga bidang tanah seluas 862 meter persegi dengan nilai keseluruhan 

Rp1,2 miliar berlokasi di Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten 

Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. 

Selain itu, ada sebidang tanah seluas 610 meter persegi dan bangunan 55,1 meter persegi 

dengan nilai keseluruhan Rp446,8 juta yang berlokasi di Jalan Nelayan Komplek BTN, 

Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, 

Kalimantan Selatan. 

Terakhir, Pemkab Hulu Sungai Utara juga menerima dua bidang tanah seluas 501 meter 

persegi senilai Rp283,74 juta beserta dua bangunan di atasnya seluas 440,25 meter persegi 

dengan nilai keseluruhan Rp434,1 juta. Aset tersebut berlokasi di Jalan H. Saberan 

Effendi, Gang Ramania, Kelurahan Palampitan Hilir, Kecamatan Amuntai Tengah, 

Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. 

Penjabat Bupati Hulu Sungai Utara Zakly Asswan menyampaikan terima kasih kepada 

KPK dan menyatakan akan memanfaatkan aset tersebut untuk kepentingan publik, serta 

mengoptimalkan pemanfaatannya demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 

"Kami berkomitmen untuk mengelola aset ini dengan baik dan memastikan manfaatnya 

dapat dirasakan oleh masyarakat," ujar Zakly. 

KPK juga akan terus melakukan monitoring untuk memastikan aset yang dihibahkan 

tercatat sebagai aset daerah dan dimanfaatkan sesuai usulan yang diajukan. 

Penyerahan ini diharapkan dapat memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam tata 

kelola yang akuntabel dan berintegritas. 

Kegiatan serah terima ini turut disaksikan Kepala Satuan Tugas Pelacakan Aset, 

Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK Leo Sukoto Manalu dan Sekretaris Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Adi Lesmana. 
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Catatan: 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi: 

a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup 

atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 

paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 2 ayat (1); 

b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 

dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 

paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 3); 

c) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak 

yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang 

digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk 

perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula 

dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang 

pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan harta benda yag 

diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian 

perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau 

sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan 

tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.  

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) 

bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 
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maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang 

pengganti tersebut.  

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk 

membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya 

tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan 

ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah 

ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18). 
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